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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2,
tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 55 tahun, agama lIslam, pekerjaan Pensiuanan PNS,
pendidikan S1, tempat tinggal di Kab. Tuban Jawa Timur,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta

mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 13 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Nomor : 65/
Pdt.G/2014/PA.Bpp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah di Kota Balikpapan, Pada tanggal 03 Desember 1987 dan
pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kota
Balikpapan dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor : 810/34/C/
XII/87 tanggal 10 Desember 1987;
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2 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat terakhir
bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini
perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 25
tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

dikaruniai 1 Orang anak bernama : ANAK P dan T;

3 Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak dan memberi surat
pernyataan untuk mengurus perceraian kepada Penggugat ( Surat

Terlampir )

4 Bahwa sejak 02 Juni 2012 Tergugat pulang kerumah Orang Tua
Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama
itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat

sudah tidak lagi memberi naftkah kepada Penggugat.

5 Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 sudah jelas Penggugat tidak dapat
lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya

Penggugat mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan — alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan

Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap
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sebagai wakil’lkuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan
yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tuban dan tidak ternyata
ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah
atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah
tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan
Penggugat tersebut bertanggal 13 Januari 2014 yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ; fotokopi Kutipan Akta Nikah
dengan Nomor : 810/34/C/XI1/87, tanggal 10 Desember 1987, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Balikpapan, (Bukti.P.1) dan
Surat Keterangan Pemebrian Izin dari Atasan, Nomor : 835/68/BKD, tanggal
27 Desenber 2013 yang ;dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga
mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI |, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat
kediaman di Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara
Penggugat;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
sekitar 27 tahun yang lalu, dan dikeruniai 1 orang anak;

e Bahwa sepengetahuan saksi mulanya kehidupan rumah tangga mereka
dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu

mereka sudah pisah tempat tinggal, dan sebelumnya sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon minta di pulangkan
ke rumah orang tuanya di Tuban dan Tergugat sudah menjatuhkan
talak kepada Penggugat;

e Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk
dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup
bersama Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
mereka berdua;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal
di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai
teman Penggugat;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
sekitar 27 tahun yang lalu dan dikaruniai 1 orang anak;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang mau bercerai karena
mereka sering cekcok atau bertengkar dan akhirnya mereka pisah
tempat tinggal dan Tergugat yang pergi ke Tuban pulang ke rumah
orang tuanya sejak bulan Juni 2012;

e Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk
dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup
bersama Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk

merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak
akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada

pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan
ini ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari purusan ini;
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti tertulis
bertanda P, dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa

antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan
patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun
menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasa hukumnya sedangkan ketidak
hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis
Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115
KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati
Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka
Tergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan
Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang
(ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat
beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz |l hal. 405 yang berbunyi;
b gg8 wxm old puabwall plS> o oS Wl xE> o
PURCAY

Artinya ;"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam,
kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka
dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus
dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan
bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal
283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil
Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua
orang saksi ; SAKSI | dan SAKSI Il, yang masing-masing di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat
memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo.
Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat
tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/
AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami
isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah pisah tempat tinggal dan
isteri sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga

dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai
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suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok
gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi
(onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina
keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang artinya:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya  diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’

telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang
sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak
mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya
pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah
pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustabhil
akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga
dan keluarga mereka, sedangkan membuat mudlarat sangat bertentangan
dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan

oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang yang artinya berbunyi :
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Artinya :*Tidak boleh membuat mudlarat dan tidak boleh saling

memudlaratkan”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mereka
telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka
Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan
sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis
berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah
memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang
berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah

mendapat izin untuk bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf a danf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a
dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan
putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan

lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

e Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang di persidangan, tidak hadir;

e Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

e Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap
Penggugat PENGGUGAT;

e Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal tinggal penggugat dan
tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

e Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan, pada hari Selasa
tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1435
Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan
yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. lbrohim, M.H
dan H. Burhanuddin, S.H,M.H dan masing-masing Hakim Anggota, serta
putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hij.
Fauziah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan

tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota Ttd
Ttd
Drs. lbrohim, M.H Drs. H. Busra, M.H.

Tid

H. Burhanuddin, S.H,M.H Panitera Pengganti
Ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp.  75.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 420.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 536.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



